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BAB IV 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

4.1 Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. 

Sebelum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dibentuk. 

Pada awalnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan merupakan 

dinas yang berdiri sendiri-sendiri, Dinas Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau yang sebelumnya 

merupakan Kantor Wilayah (Kanwil) Tenaga Kerja. Sedangkan Dinas 

Transmigrasi dan Kependudukan dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas 

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, dimana sebelumnya Transmigrasi 

merupakan Kantor Wilayah (Kanwil) Transmigrasi sedangkan Kependudukan 

merupakan salah satu Bidang yang ada di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau.  

Pembentukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan  

Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau. Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas 

menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, dan tugas pembantuan 

dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, sebelumnya 

merupakan Dinas tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau. 

Pada tahun 2017 menjadi  Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau.  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 

melalui SEKDA. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang 

tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. berdasarkan asas otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan 

Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian; 

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan 

Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan 

Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang 

Ketransmigrasian; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan 

dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan 
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Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang 

Ketransmigrasian;  

d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan 

Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan 

Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang 

Ketransmigrasian; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

4.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Provinsi Riau. 

VISI : 

“Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, 

Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi 

yang Tertib”. 

MISI : 

1. Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi 

2. Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan 

Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan 

Kesempatan Kerja. 

3. Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

4. Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja 

dalam Segala Aspek. 

5. Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan 

Dialogis. 
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6. Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka 

Pencegahan dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja. 

7. Mewujudkan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan 

Keselamatan Kerja dalam upaya Penegakan Hukum menuju Terciptanya 

Iklim Investasi yang Kondusif. 

8. Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan 

Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta 

Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta berkelanjutan menuju 

Desa Maju, Mandiri dan Produktif. 

4.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi       

Riau. 

  Dalam struktur organisasi akan tergambar bagaimana pembagian tugas 

secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi 

tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka pembagian kerja 

akan mudah dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan 

dikerjakan dengan baik dan mencapai tujuan yang. 

  Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam 

merealisasi tujuan mempunyai struktur organisasi yang didalamnya ditetapkan 

kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota 

sehingga mereka bertanggug jawab kepada tugas yang harus dilaksanakannya. 

Untuk mengetahui susunan pelimpahan tugas dan tanggungjawab dari pengurus 

dan pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dapat 

diketahui dengan jelas dari struktur organisasi berikut ini, Gambar 4.1:
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Tahun 2017 

Kelompok Jabatan 

Fungsional

KEPALA DINAS

H. RASIDIN, SH 
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590830 198003 1 004

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI RIAU

    Kepala UPT Latihan Kerja

 Wilayah I

      

      Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha 

      

      Kepala Seksi Pelatihan

ZULKIFLI S, S.Ag, MA, M.Si
Pembina (IV/a)

NIP.19710902 199703 1 002

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan Program

M. ERLAN, SE, M.Si
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19680613 199203 1 005

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

dan Umum     

 
Dra. HADIYATI NOOR FAUZIA

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19621128 198603 2 002

Kepala Sub Bagian Keuangan 

dan Perlengkapan

H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I (III/d)

NIP.19680825 198903 1 002

Kepala Bidang Pelatihan dan 

Penempatan Tenaga Kerja

Hj. HAPPY YARLIS, S.Sos
Pembina (IV/a)

NIP. 19610917 198102 2 001

Kepala Seksi Pelatihan,Pemagangan 

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Ir. Hj. ZALINAR 

Penata Tk.I (III/d)
NIP.19640101 199203 2 007

Kepala Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kerja

SAMSUL AKMAL, ST, MT
Pembina (IV/a)

NIP. 19621010 198603 1 026

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja

SITI MARIYAM, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19611207 198303 2 005

Kepala Bidang Hubungan Industrial 

dan Persyaratan Kerja

Dra. RINDA SITUMORANG
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19650426 199303 2 004

Kepala Seksi Persyaratan Kerja

FAISAL, SH
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19731229 200212 1 004

Kepala Seksi Lembaga Hubungan 

Industrial

BAMBANG ISWANTO, S.Sos, MPA 
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19720123 200112 1 003

Kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan

YENITA RIZAL, SE, MH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670630 198603 2 001

Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, 

Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak

Kepala Seksi Pengawasan Norma

Keselamatan / Kesehatan Kerja (K3)

Kepala Seksi Penegakan Hukum 

Ketenagakerjaan

M. ERY SANDY, S. SS
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19640517 198803 1 005

Kepala Bidang Ketransmigrasian

Drs. HARLEN NAIBAHO
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19621230 198803 1 003

Kepala Seksi Penyediaan dan

Pelayanan Tanah Transmigrasi

HENNY SETIORINI, ST, MT
Pembina (IV/a)

NIP.19690216 199803 2 004

Kepala Seksi Pembangunan Fasilitas

Kawasan dan Penempatan Transmigrasi

DARMAN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)

NIP.19640424 199403 1 007

Kepala Seksi Pemberdayaan Kawasan 

Transmigrasi

BAKHTIAR SORMIN, SE
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19650721 199203 1 007

Dra. R. HASDIANA DEWI, MM, M.Si
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700209 199403 2 004

ERMILA ROZA, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19720811 199202 2 001

Ir. Y. BUDHI SANTOSO
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611224 199003 1 001

RAJA ERVIAN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19670717 199310 1 001

MULYADI, SE
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19650814 198903 1 005

    Kepala UPT Latihan Kerja 

Wilayah II

      

      Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha 

      

      Kepala Seksi Pelatihan

SYAMSI, SH
Pembina  (IV/a)

NIP. 19600918 198503 1 010

Drs. MASNASRI
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19590705 198603 1 010

HARIE WIBOWO, SE, MM
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19780829 201101 1 003

    Kepala UPT Latihan Kerja

 Wilayah III

      

      Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha 

      

      Kepala Seksi Pelatihan

H. AHMAD FADILLAH, SE
Pembina   (IV/a)

NIP. 19670304 199803 1 005

   

T.M. SYATER, SH
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19610101 199111 1 002

ZULFIHAR, S.Ag, MA
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19630721 198510 1 001

Kepala UPT Latihan Transmigrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

      

      Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha 

      

      Kepala Seksi Pelatihan

AZWANDI, SE, MM
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650101 198503 1 006

Kepala Seksi Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial

MARLIAN, S.IP
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19610713 198203 1 009

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau  
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4.4 Tugas dan fungsi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Riau 

Berdasarkan Peraturan gubernur riau tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi provinsi riau. Adapun tugas dan fungsi pada setiap pegawai – 

pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepala Dinas 

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah pada bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

2. Sekretaris 

a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 

pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan 

Perlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya 
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c. Susunan organisasi Sekretariat : 

1) Sub. Bagian Perencanaan Program 

2) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

3) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum 

3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 

a. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelatihan, 

Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kerja, dan Seksi Informasi Pasar Kerja. 

b. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. 

c. Fungsi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja yaitu : 

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;  

2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelatihan dan Penempatan 

Tenaga Kerja;  

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

d. Bidang-Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
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1) Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 

2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan 

3) Seksi Informasi Pasar Kerja 

4. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 

a. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai 

pekerjaan dan Kegiatan yang berhubungan dengan Hubungan Industrial 

dan Persyaratan Kerja (pekerja, majikan dan pemerintah), menampung dan 

membantu penyelesaian masalah perburuhan di daerah. 

b. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. 

c. Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 

1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;  

2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Industrial dan 

Persyaratan Kerja;  

3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari : 

1) Seksi Persyaratan  Kerja 
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2) Seksi Penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial  

3) Seksi Lembaga Hubungan Industrial . 

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

a. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi Pengawasan 

Norma Kerja, Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial, seksi Pengawasan 

Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja, seksi Penegakan Hukum 

Ketenagakerjaan. 

b. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala dinas. 

c. Fungsi Bidang Pengawasan Tenaga Kerja yaitu: 

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan;  

2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;  

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan  

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : 

1) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak. 

2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan/Kesehatan Kerja 



63 
 

3) Seksi Penegakan Hukum  

6. Bidang Bidang Ketransmigrasian 

a. Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas melakukan koordinasi, 

fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah 

Transmigrasi, Seksi Pembangunan Fasilitas Kawasan dan Penempatan 

Transmigrasi, Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi. 

b. Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. 

c. Fungsi Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi 

1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Ketransmigrasian;  

2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketransmigrasian;  

3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan 

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

d. Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri 

dari : 

1) Seksi Penyediaan dan Pelayanan Tanah Transmigrasi 

2) Seksi Pembangunan  Fasilitas Kawasan dan Penempatan Transmigrasi  

3) Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi 

 


